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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki Amdal dan yang tidak termasuk dalam kriteria
wajib AMDAL harus memiliki UKL-UPL;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 bagi setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, maka wajib
membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL);

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Analisis Mengenai
Dampak Ligkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;
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Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang
Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai
AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
01 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
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15.

16.

17.

18.

19.

2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 Tahun
1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Pengendalian Dampak Terhadap lingkungan Hidup
pada Sektor Industri;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
752/Kpts/01/210/10/1994 tentang Pedoman Teknis
UKLdan UPL Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup
Pertanian;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS
RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB   I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom
lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
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3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan lingkungan Hidup Kota Tidore
Kepulauan.

4. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

9. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB   II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikeluarkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar
bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemangku Kepentingan dalam
menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang terdiri dari dokumen AMDAL. UKL-
UPL dan SPPL.

Pasal 3
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Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen
lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilakukan.

BAB   III
AMDAL

Pasal 4

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

(2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kriteria :
a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha

dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah persebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
e. sifat komulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pasal 5

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib
dilengkapi dengan  AMDAL terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak

terbaharui;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan

pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan hidup; dan/atau
i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi

pertahanan negara.

(2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL
dikeluarkan oleh Walikota  sesuai dengan kewenangannya.

(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen
AMDAL meliputi: bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perhubungan,
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perindustrian, pekerjaan umum, sumber daya energi dan mineral,
pertambangan, pariwisata dan pengelolaan limbah B3, sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

BAB   IV
UKL-UPL

Pasal 6

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memiliki UKL-
UPL.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Dokumen UKL-UPL adalah salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam
mengajukan izin lingkungan.

(4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL-UPL.

(6) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

(7) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen
UKL-UPL meliputi: pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan,
perikanan, kehutanan, perhubungan,  perindustrian, pemukiman dan
prasarana wilayah, pariwisata, kesehatan, pertambangan dan energi dan
perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal 7

(1) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL
dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat
dikenakan kewajiban untuk membuat dokumen AMDAL.

BAB   V
SPPL

Pasal 8

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib membuat SPPL;

(2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi SPPL
dikeluarkan oleh  Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya;

(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
lampiran namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib
membuat SPPL sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) di atas;

(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL,
meliputi bidang pariwisata, kesehatan, peternakan dan perikanan,
pertanian/pengolahan bahan pangan/hasil tani, konveksi, bengkel dan
usaha kecil dan menengah lainnya, perhubungan dan komunikasi,
pertambangan, pemukiman dan prasarana wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

Pasal 9

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL dan
diprakirakan akan menimbulkan dampak besar dapat dikenakan kewajiban untuk
membuat dokumen UKL-UPL.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
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Semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen/izin
mengenai dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum
berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan
dengan Peraturan ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
berlakunya Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota  ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Ditetapkan  di  Tidore
pada tanggal 22 Juli 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 22 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA  DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 190.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
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KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001
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